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Abstract 

Responsiveness is the ability of public service administration to understand and meet the needs of the community as recipients of 
public services. In order to improve the quality of public services to meet the expectations in fulfilling the needs of service recipients. 
In 2022, the Ombudsman received numerous reports of maladministration in the field of education, indicating that there are still 
many issues. This research examines the extent to which the Ombudsman of the Republic of Indonesia, the Representative of Bali 
Province, responds to service recipients as a public service supervision institution. The research method used is qualitative, generating 
and processing descriptive data. Data collection techniques include in-depth interviews, observations, and documentation. The 
results of this research show that the Ombudsman of the RI Representative Office in Bali Province is very good in responding to 
customers, service accuracy, service precision, service speed, timeliness of service, and responding to complaints. However, there are 
two indicators that need improvement, namely quick and precise service. The inhibiting factor for the Ombudsman in handling 
reports is the lack of cooperation from the reported parties during the investigation.  
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Abstrak 

Responsivitas merupakan daya tanggap dari penyelenggaran pelayanan publik dalam memahami dan memenuhi 
kebutuhan dari masyarakat sebagai penerima layanan publik. Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik agar 
sesuai yang menjadi harapan dalam pemenuhan kebutuhan penerima layanan. Tahun 2022 Ombudsman menerima 
banyak laporan maladministrasi di bidang pendidikan yang mengindikasikan masih terdapat banyak masalah. 
Penelitian ini melihat sejauh mana Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan provinsi Bali dalam merespon 
penerima layanan selaku lembaga pengawasan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan yakni dengan 
metode kualitatif, dengan menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali dalam merespon pelanggan, ketepatan pelayanan, kecermatan pelayanan, 
kecepatan pelayanan, ketepatan waktu pelayanan dan merespon keluhan sudah sangat baik, namun ada dua indikator 
yang perlu ditingkatkan yakni pelayanan yang cepat dan tepat. Dan adapun faktor penghambat ombudsman dalam 
menangani laporan yakni tidak kooperatifnya pihak terlapor pada saat investigasi.  

Kata Kunci : Responsivitas, Kualitas Pelayanan Publik, Ombudsman, Bali 

 

1. Pendahuluan  

Pelayanan publik atau pelayanan umum merujuk pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam 
konteks yang bermanfaat dalam suatu kesatuan, dan tujuannya adalah memberikan kepuasan yang dimana hasilnya 
tidak selalu berupa produk. Secara esensial, setiap individu membutuhkan sebuah pelayanan, bahkan bisa dikatakan 
bahwa pelayanan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia (Sinambela, 2010). 

Dalam era reformasi saat ini, pemerintah selaku pelaksanaan layanan publik memiliki peran utama dan bahkan 
mendominasi para birokrat. Dengan kata lain, pemerintah memiliki kendali penuh terhadap penyelenggaraan 2 
pelayanan publik, dan disisi lain partisipasi warga negara sangat terbatas. Jika dilihat dalam perspektif administrasi 
publik, penyelenggaraan pelayanan publik cenderung kaku dan kurang fleksibel. 
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Berdasarkan Laporan Ombudsman tahun 2022 terdapat 8.292 laporan mengenai permasalahan pelaksanaan layanan 
publik (maladministrasi) di Indonesia. Laporan tahunan 2022 ini cukup tinggi dibandingkan dengan laporan pada 
tahun 2021 yang hanya terdapat 7.186 laporan dan laporan yang diterima cenderung naik dari tahun ke tahun. 
Terdapat 1.456 laporan dalam hal penundaan berlarut, dan 780 laporan dalam hal penyimpangan prosedur, hal ini 
mengindikasikan bahwa bobroknya sistem birokrasi pelayanan publik di Indonesia. Disamping itu kurangnya sumber 
daya manusia (SDM) yang professional (sesuai dengan kemampuan) sehingga menyebabkan malfungsi birokrasi 
(ombudsman.go.id : 2023). 

Banyaknya laporan/aduan maladministrasi dari masyarakat, maka perlunya penerapan prinsip Good Governance 
(tata kelola) dalam dunia pelayanan publik. 4 Governance merupakan bentuk tata kelola dari pemerintahan itu 
sendiri yang disebut dengan pemerintahan, berbeda dengan government, governance itu sendiri lebih merujuk kepada 
tata pengelolaan kestrukturan pemerintahan. Responsivitas (Responsiveness) merupakan salah satu dari 9 (Sembilan) 
indikator good governance. 

Responsivitas ialah kemampuan suatu instansi/lembaga untuk mengidentifikasi keperluan masyarakat, menetapkan 
fokus layanan, dan merancang program-program sesuai dengan kebutuhan serta harapan publik/masyarakat. 
Responsivitas suatu lembaga mencerminkan tanggung jawab pemberi layanan dalam memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Tingkat respons yang diberikan kepada pelanggan dapat mencerminkan kualitas kinerja dari pemberi 
layanan. Salah satu badan pengawas pelayanan publik, yaitu Ombudsman Republik Indonesia, memainkan peran 
penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Responsivitas Ombudsman Republik Indonesia ditunjukkan 
melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pengamatan, penyelidikan, klarifikasi, klasifikasi, pemanggilan pihak 
terlapor, penyelesaian laporan, serta memberikan saran kepada pelapor dan terlapor. 

Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali juga memiliki beberapa masalah dalam melaksanakan pengawasan pelayanan 
publik. Permasalahan pertama yakni nama besar Ombudsman masih terdengar asing bagi masyarakat walaupun sudah 
banyak menyelesaikan aduan-aduan dari masyarakat. Menurut data Laporan Tahunan Ombudsman, dalam rentang 
tahun 2017 – 2022 aduan yang masuk ke Ombudsman Bali mengalami volatile (berubah-ubah). Pada tahun 2017 
aduan yang masuk ke Ombudsman Bali sebanyak 170, tahun 2018 sebanyak 129, dan pada 2019 sebanyak 97. Namun 
pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup berarti yakni terdapat 70 laporan/aduan, Covid-19 menjadi 
faktor yang mengakibatkan tingkat pengaduan masyarakat dan 6 jika dilihat di tahun 2021 – 2022 mengalami 
kenaikan laporan/aduan yang signifikan. Pada tahun 2022 terdapat 140 laporan/aduan maladministrasi di Kota 
Denpasar. Angka tersebut merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini 
menandakan bahwa masih adanya ketidakpuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Disamping 
itu perlu adanya partisipasi masyarakat untuk andil dalam pengawasan pelayanan publik yakni dengan melaporkan 
aduan praktik maladministrasi ke ORI Bali, hal ini mengakibatkan peningkatan dan penurunan laporan/aduan ke 
ORI Perwakilan Provinsi Bali, sehingga akan berpengaruh pada bagus tidaknya pelayanan publik khususnya di bidang 
pendidikan Kota Denpasar (ombudsman.go.id : 2020). 

Permasalahan kedua dari ORI Bali yakni masih banyaknya laporan/aduan yang masuk ke ORI Bali khususnya di 
bidang pendidikan yang perlu respon dari ORI Bali, khususnya dalam hal kecermatan dan cara menanggapi laporan 
dari masyarakat. Pada tahun 2019 maladministrasi yang terjadi di bidang pendidikan Kota Denpasar terbilang cukup 
rendah dibanding tahuntahun sebelumnya. ORI Bali menemukan bahwa terjadinya ketidakseimbangan antara 
banyaknya jumlah peserta dengan jumlah kursi yang tersedia, dan pada daerah tertentu terdapat sekolah yang 
memiliki ketimpangan jumlah desa/kelurahan pendukung zonasi. 

Permasalahan di bidang pendidikan seperti pungli, penyimpangan prosedur, dll sudah menjadi hal yang rutin 
dilaporkan oleh masyarakat. Sudah banyak laporan yang diselesaikan oleh ORI Bali dan sudah memberikan tindakan 
korektif terhadap instansi yang melakukan maladministrasi, namun instansi atau dinas terkait masih belum adanya 
perbaikan dan masih banyak masyarakat yang sering melaporkan permasalahan yang sama. Hal ini menjadi fokus 
ORI Bali dalam 9 pengawasannya walaupun ORI Bali sudah memberikan tindakan korektif terhadap instansi 
terlapor, disamping itu ORI Bali selaku pengawas pelayanan publik masih kurang responsif dalam menindak tegas 
instansi terkait sebagai pihak terlapor. Dengan laporan dan dugaan maladminisrasi yang cukup banyak menandakan 
bahwa responsivitas (daya tanggap) pengawasan pelayanan publik ORI Bali khususnya di Bidang Pendidikan Kota 
Denpasar masih belum maksimal. 



16 
 

2. Metode Penelitian  

Metode kualitatif digunakan untuk bisa menggali informasi terhadap suatu fenomena. Didukung dengan pendekatan 
deskriptif sehingga bisa menciptakan hubungan dengan informan sehingga peneliti dapat mendapatkan data baru. 
Sumber data bersumber dari wawancara serta dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Data dikumpulkan 
melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi di lokasi penelitian. Analisis data dilakukan teknik reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

3. Hasil dan Pembahasan  

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, adapun hasil dari Responsivitas Ombudsman Republik Indonesia 
(Ori) Perwakilan Provinsi Bali Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dari Sudut Pandang Ketepatan 
Waktu Dan Kecermatan Pelayanan Di Bidang Pendidikan Kota Denpasar, menurut teori dari Zeithaml, dkk.  

1. Sudut Pandang Ketepatan Waktu  

Memberikan pelayanan dengan tepat waktu merupakan indikator yang penting. Setiap pelapor yang melaporkan ke 
Ombudsman, pastinya ingin laporannya segera diselesaikan dengan waktu yang sesingkat singkatnya. Sebagai lembaga 
pengawas pelayanan publik, Ombudsman Bali diharapkan memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP dalam 
proses penanganan kasus maladministrasi. Disisi lain ketepatan waktu juga bisa memberikan kepastian kepada 
pelapor sehingga dengan kepastian waktu yang diberikan penyelenggara pelayanan maka mempengaruhi ke tingkat 
kepuasan pelapor. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan Kota Denpasar 
ketepatan waktu pemberian layanan adalah hal yang paling dirasakan baik pelanggan maupun petugas pemberi 
layanan. Pembahasan terkait pelayanan publik yang diberikan masih terasa bertele-tele dan sering adanya penundaan 
nampaknya harus dikembalikan lagi ke penyelenggaraan pelayanan publik.  

Ketepatan waktu sudah diatur pada pasal 21 Undang-Undang Pelayanan publik telah menentukan bahwa jangka 
waktu penyelesaian layanan merupakan salah satu indikator minimal yang harus dimiliki masing-masing instansi tidak 
terkecuali Ombudsman Bali. Ombudsman Bali mengikuti klasifikasi waktu yang telah ditentukan di peraturan 
Ombudsman (PO) No 48 tahun 2023. Pada Renstra ( Rencana Strategi ) Ombudsman khususnya pada bulan Juli 
tahun 2019 Ombudsman mulai menggunakan klasifikasi laporan masyarakat guna meningkatkan responsivitas 
ombudsman dalam merespon laporan/aduan yang masuk. Klasifikasi laporan merupakan kategorisasi laporan 
berdasarkan indicator tertentu yang menjadi standard/baku mutu waktu penyelesaiannya. Idikator tersebut yaitu : 3. 
jumlah terlapor dengan pihak terkait, 4. permasalahan yang dilaporkan, 5. lokasi instansi terlapor/pihak terkait, dan 
6. penerima manfaat/terdampak langsung. Berdasarkan indikator tersebut laporan masyarakat diklasifikasikan 
menjadi : 1. laporan yang sifatnya sederhana memerlukan waktu 60 hari, 2. laporan yang sifatnya sedang memerlukan 
waktu 90 hari, 3. laporan yang sifatnyanya berat memerlukan waktu 120 hari Dari pernyataan diatas dapat 
disimpulkan bahwa Ombudsman bali sudah mengupayakan sebaik mungkin dan secepat mungkin dalam 
memberikan pelayanan yang berkualitas. Namun disisi lain ombudsman juga perlu membuat strategi yang lebih 
memangkas waktu agar sesuai dengan baku mutu yang sudah ada di PO Nomor 48 tahun 2023 agar masyarakat puas 
akan kecepatan Ombudsman Bali dalam memberikan penanganan laporan/aduan dari pelapor atau masyarakat. 

2. Sudut Pandang Kecermatan Pelayanan  

Kecermatan dalam pelayanan Ombudsman merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan efektivitas 
lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai penengah antara masyarakat dan penyelenggara pemerintahan. 
Berikut adalah beberapa poin yang menunjukkan kecermatan dalam pelayanan Ombudsman. Kecermatan dimulai 
dari tahap penerimaan pengaduan. Ombudsman perlu memastikan bahwa setiap pengaduan yang diterima dicatat 
dengan teliti dan lengkap, sehingga informasi yang diperoleh akurat dan dapat diandalkan. Setelah penerimaan, 
kecermatan terlihat dalam analisis dan pemahaman kasus. Ombudsman harus mampu mengidentifikasi isu inti, 
merinci fakta-fakta yang relevan, dan memahami konteks penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi latar belakang 
keluhan. Kecermatan juga tercermin dalam upaya untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi informasi. Ombudsman 
harus memastikan bahwa setiap informasi yang diterima telah diverifikasi kebenarannya untuk menghindari 
kesalahan pemahaman atau interpretasi. Kecermatan tercermin dalam komunikasi yang jelas dan transparan kepada 
pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang mengadukan dan pihak yang diadukan perlu diberikan informasi yang 
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komprehensif mengenai status dan langkahlangkah yang diambil oleh Ombudsman. Kecermatan dalam pelayanan 
tercermin dalam kemampuan Ombudsman memberikan rekomendasi yang tepat dan sesuai dengan permasalahan 
yang dihadapi. Rekomendasi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keterbukaan. 
Kecermatan Ombudsman dalam melayani pelapor ataupun saat bertugas mengawasi terlapor sangat diperlukan, hal 
ini dikarenakan dalam proses pemberian layanan dan pengawasannya difilter terlebih dahulu dari segi berkasnya 
maupun maladministrasi yang dilaporkan oleh pelapor. Bisa dilihat bahwa laporan yang sifatnya reguler harus sesuai 
dengan Peraturan Ombudsman nomor 48 Tahun 2020 khususnya di Bab II Penerimaan, Konsultasi, dan Verifikasi 
yang dimana pelapor harus memenuhi 2 syarat yakni syarat formil dan syarat materill. Adapun syarat formil dalam 
verifikasi laporan yakni sebagai berikut : 1. Identitas lengkap pelapor seperti nama, alamat, pekerjaan, status 
perkawinan dan dilengkapi dengan kartu identitas yang terkonfirmasi dengan data kependudukan 2. Surat kuasa 3. 
Berisi uraian peristiwa/kronologi yang dijelaskan serinci rincinya 4. Sudah pernah menyampaikan laporannya 
langsung ke pihak terlapor, namun tidak mendapat respon 5. Rentang waktu peristiwa yang terjadi dengan waktu 
saat dilaporkan tidak lebih dari 2 (dua) tahun Setelah syarat formil sudah terpenuhi ini maka akan lanjut menyiapkan 
syarat materill, berikut hal-hal yang diperlukan dalam syarat materill : 1) Substansi yang dilaporkan tidak dalam proses 
pemeriksaan pengadilan 2) Laporan tidak dalam proses penyelesaian pihak terlapor 3) Pelapor sudah melaporkan ke 
terlapor, namun masih menunggu hasil dari pihak terlapor 4) Substansi yang dilaporkan masih dalam ruang lingkung 
ombudsman 5) Substansi yang dilaporkan yang tidak sedang ditindaklanjuti oleh Ombudsman Dapat disimpulkan 
bahwa kecermatan ombudsman memberikan pelayanan terhadap pelapor sudah sangat baik dan sudah berpedoman 
dengan peraturan sangat terkait dengan kecermatan yakni Peraturan Ombudsman (PO) nomor 48 Tahun 2020 dan 
sudah dibuktikan dengan pendapat masyarakat atas kecermatan ombudsman dalam memberikan pelayanan. 
Ombudsman Bali akan selalu meminta identitas pelapor terlebih dahulu yang dimana hal ini akan diperiksa seteliti 
mungkin agar meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Dalam melaksanakan tugas, Ombudsman 
Bali selalu berpedoman dengan PO atau Peraturan Ombudsman yang dimana memiliki sifat independen, tidak 
mendiskriminasi, adil dan tidak memihak, serta tidak memungut biaya atas pelayanan yang diberikan.  

Ombudsman dalam memeriksa laporan dan memberikan solusi tidak hanya mengutamakan yang bersifat memaksa, 
namun dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif, sehingga pihak-pihak yang terlapor diharapakan 
memiliki kesadaran sendiri atas hal-hal atau dugaan yang dilaporkan oleh pelapor. Dengan menggunakan pendekatan 
ini berarti tidak semua laporan diselesaikan dengan hukuman atau sanksi namun bisa memberikan rekomendasi 
kepada pihak terlapor. Namun jika pihak terlapor tidak merespon selama dipanggil 3 kali berturut-turut maka 
ombudsman akan bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat untuk membantu menyelesaikan perkara yang ada. 
Ombudsman tidak memiliki kewenangan untuk menghukum secara langsung pihak terlapor namun bisa 
memberikan hukuman secara tidak langsung dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak atau lembaga hukum. Hal 
ini lah yang membedakan dengan lembaga-lembaga hukum lainnya yang sifatnya memaksa. 

 

4. Kesimpulan dan Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali maka dapat ditarik 
kesimpulan mengenai Responsivitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali dalam meningkatkan 
Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan Kota Denpasar berdasarkan sudut pandang ketepatan waktu dan 
kecermatan pelayanan  

1. Ombudsman bali sudah mengupayakan sebaik mungkin dan secepat mungkin dalam memberikan pelayanan yang 
berkualitas. Namun disisi lain ombudsman juga perlu membuat strategi yang lebih memangkas waktu agar sesuai 
dengan baku mutu yang sudah ada di PO Nomor 58 tahun 2023 agar masayrakat puas akan kecepatan Ombudsman 
Bali dalam memberikan penanganan laporan/aduan dari pelapor atau masayrakat. 

2. Kecermatan ombudsman memberikan pelayanan terhadap pelapor sudah sangat baik dan sudah berpedoman 
dengan peraturan sangat terkait dengan kecermatan yakni Peraturan Ombudsman (PO) nomor 48 Tahun 2020 dan 
sudah dibuktikan dengan pendapat masayrakat atas kecermatan ombudsman dalam memberikan pelayanan. 
Ombudsman Bali akan selalu meminta identitas pelapor terlebih dahulu yang dimana hal ini akan diperiksa seteliti 
mungkin agar meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. 
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Peneliti memberikan saran kepada pihak Ombudsman Perwakilan Bali antara lain :  

1. Edukasi Masyarakat, Lakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran dan 
pentingnya Ombudsman dalam memastikan pelayanan publik yang baik dan berikan panduan kepada masyarakat 
tentang bagaimana cara melaporkan keluhan dengan benar. 

2. Kerjasama dengan Lembaga Lain Tingkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah terkait, organisasi 
non-pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan efektivitas Ombudsman dan bentuk sinergi 
dengan media untuk meningkatkan visibilitas dan mendukung pemberitaan yang obyektif tentang isu-isu yang 
ditangani oleh Ombudsman. 

3. Penguatan Independensi Pastikan independensi Ombudsman dari tekanan politik atau pengaruh eksternal yang 
dapat mempengaruhi objektivitas dan keadilan dalam penanganan keluhan dan tinjau dan perbarui peraturan dan 
kebijakan yang mendukung independensi Ombudsman. 
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